
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.592 , 2021 KEMENKES. Vaksinasi. Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Disease. Pelaksanaan. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 

TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA 

PENANGGULANGAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa beberapa ketentuandalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan 

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

teknispelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3237); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516); 

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam 

rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 

Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 



2021, No.592 
-3- 

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 83); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1146);  

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Vaksinasidalam rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 172); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 492). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 

2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA 

PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE2019 

(COVID-19). 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi 

dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 172) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan 

ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat 

(2b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 
(1) Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 

disusun rencana kebutuhan Vaksinasi berdasarkan 

jumlah sasaran baik untuk Vaksinasi Program 

maupun Vaksinasi Gotong Royong.  

(2) Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan 

Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), badan hukum/badan usaha harus 

melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga, 

dan individu lain terkait dalam keluargayang akan 

dilakukan Vaksinasi Gotong Royong kepada Menteri 

melalui PT. Bio Farma (Persero).  

(2a) Individu lain terkait dalam keluarga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan individu yang 

tinggal bersama atau bekerja dengan keluarga yang 

bersangkutan. 

(2b) Selain karyawan/karyawati, keluarga dan individu 

lain terkait dalam keluarga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), badan hukum/badan usaha dapat 

melaporkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 

badan hukum/badan usaha sebagai bagian dari 

tanggung jawab sosial perusahaan 

untukdiikutsertakan dalam pelaksanaan Vaksinasi 

Gotong Royong kepada Menteri melalui PT Bio 

Farma (Persero). 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by 

name and by address), serta nomor induk 

kependudukan.  

(4) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri.  
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(5) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan 

perkembangan epidemiologi penyakit dan 

pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional.  

(6) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan 

acuan dalam pengadaan Vaksin COVID-19, 

peralatan pendukung, dan logistik yang diperlukan 

dalam pelaksanaan Vaksinasi baik untuk Vaksinasi 

Program maupun Vaksinasi Gotong Royong.  

(7) Pengadaan Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi 

Program maupun Vaksinasi Gotong Royong 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan Vaksin COVID-19. 

 

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7A 

(1) Dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, jenis Vaksin 

COVID-19 yang digunakan untuk pelaksanaan 

Vaksinasi Gotong Royong dapat sama dengan jenis 

Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk 

pelaksanaan Vaksinasi Program. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berlaku bagi jenis Vaksin COVID-19 untuk 

pelaksanaan Vaksinasi Program yang diperoleh dari 

hibah, sumbangan, atau pemberian baik dari 

masyarakat maupun negara lain. 

(3) VaksinCOVID-19 yang digunakan untuk 

pelaksanaan VaksinasiProgram sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) harus diberikan tanda 

khusus yang dapat dikenali secara kasat mata. 

(4) Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk 

pelaksanaan Vaksinasi Program yang diperoleh dari 

hibah, sumbangan, atau pemberian baik dari 

masyarakat maupun negara lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilarang diperjualbelikan. 

 

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal 

yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 10A 

(1) Selain perwakilan negara asing dan organisasi 

nirlaba internasional, warga negara asing dapat 

mengikuti pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. untuk Vaksinasi Program meliputi warga negara 

asing yang berumur diatas 60 (enam puluh) 

tahun keatas, tenaga pendidik dan 

kependidikan, dan warga negara asing tertentu; 

dan 

b. untuk Vaksinasi Gotong Royong meliputi 

karyawan/karyawati yang berkerja di badan 

hukum/badan usaha yang melaksanakan 

Vaksinasi Gotong Royong. 

(2) Kriteria warga negara asing tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh 

Menteri. 

(3) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memiliki nomor register, izin tinggal, 

Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)/Kartu Izin 

Tinggal Tetap (KITAP), dan nomor paspor sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 10B 

Vaksin COVID-19 yang digunakan dalam pelaksanaan 

Vaksinasi Program untukperwakilan negara asing dan 

organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 

warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10A ayat (1) huruf a dapat diperoleh dari hibah, 

sumbangan, atau pemberian baik dari masyarakat 

maupun negara lain. 

 

4. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan ayat (5) diubah, 

diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat 

yakni ayat (6a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 36 

(1) Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi 

COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis 

dan protokol pengobatan. 

(2) Pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan 

indikasi medis dan protokol pengobatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

ketentuan: 

a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan 

Nasional aktif, ditanggung melalui mekanisme 

Jaminan Kesehatan Nasional; dan 

b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan 

Nasional nonaktif dan selain peserta program 

Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui 

mekanisme pendanaan lain yang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

keuangan negara. 
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(3) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan 

Kesehatan Nasional aktif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dilakukan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pelayanan kesehatan bagi peserta 

program Jaminan Kesehatan Nasional aktif untuk 

kondisi darurat dapat dilakukan di semua Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b untuk peserta program Jaminan 

Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta 

program Jaminan Kesehatan Nasional didanai 

melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber 

pada anggaran Kementerian Kesehatan.  

(6) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan 

Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta 

program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setara 

dengan pelayanan kesehatan kelas III program 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

(6a) Dalam hal peserta program Jaminan Kesehatan 

Nasional nonaktif dan selain peserta program 

Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diberikan pelayanan 

kesehatan diatas kelas III atas keinginan sendiri, 

selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan. 

(7) Klaim terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta 

program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan 

selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 

melalui mekanisme klaim dengan berpedoman pada 

petunjuk teknis penggantian biaya pasien COVID-19 

bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan 
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COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Mei 2021 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

BUDI G. SADIKIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal, 2 Juni 2021  

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 




